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I. UMUM 

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur mengenai kebijakan 

perpajakan dan retribusi Daerah, termasuk beberapa ketentuan 

pelaksanaan pemungutan Pajak. Beberapa ketentuan lain terkait proses 

pelaksanaan pemungutan Pajak oleh Pemerintah Daerah dapat diatur oleh 

Daerah sendiri dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah 

dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar 

Pemerintah Daerah memiliki diskresi dan keleluasaan dalam membangun 

sistem dan prosedur pemungutan Pajak sesuai dengan kondisi dan 

kekhasan Daerah masing-masing dengan tetap berlandaskan pada 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak di Daerah, masih terdapat 

kesulitan yang dihadapi oleh Daerah terkait teknis pemungutan Pajak 

mengingat belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang 

mengatur teknis pemungutan Pajak. Selain itu, masih terdapat perbedaan 

interpretasi antara Wajib Pajak dengan Pemerintah Daerah dan antar 

Pemerintah Daerah terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Perbedaan interpretasi tersebut antara lain ketentuan mengenai Masa 

Pajak, penetapan Wajib Pajak, Penelitian Pajak, dan Penagihan Pajak. 
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Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 

Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak hanya mengatur mengenai pembagian 

jenis Pajak berdasarkan pemungutannya maka untuk memberikan 

pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan Pajak dan memperjelas 

pemaknaan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disusun Peraturan 

Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 

2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan 

Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.  

Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk 

dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait Pemungutan Pajak 

yang bersifat khusus, antara lain jenis Pajak yang pembayaran Pajak 

terutangnya dibebankan kepada Pemerintah yaitu untuk Wajib Pajak yang 

menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha 

hulu minyak dan gas bumi yang menetapkan bahwa Pajak terutangnya 

dibayarkan oleh Pemerintah. 

Dasar pengenaan Pajak adalah salah satu komponen utama dalam 

perhitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengamanatkan bahwa 

penetapan dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah 

Daerah. Pelaksanaan kewenangan ini haruslah sesuai dengan norma-

norma dasar yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah. NJOP dimaksud diperoleh melalui penilaian yang dihitung 

berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 

terjadi secara wajar. Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata, 

penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode perbandingan harga 

dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual 

pengganti. Agar Kepala Daerah dapat menetapkan NJOP secara wajar dan 

bertanggung jawab maka dalam Peraturan Pemerintah ini 

mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak, 

memperkuat law enforcement perpajakan daerah, dan menjamin 

terlaksananya hak dan kewajiban Wajib Pajak, Peraturan Pemerintah ini 
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juga mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pedoman Pemeriksaan 

Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”Pajak kendaraan bermotor” adalah 

Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”bea balik nama kendaraan bermotor” 

adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor 

sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak 

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, 

hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan ”Pajak air permukaan” adalah Pajak 

atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”Pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor” adalah pajak atas penggunaan bahan bakar 

kendaraan bermotor. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”Pajak rokok” adalah pungutan atas 

cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 
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Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”Pajak reklame” adalah Pajak atas 

penyelenggaraan reklame. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”Pajak air tanah” adalah Pajak atas 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”Pajak hotel” adalah Pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”Pajak restoran” adalah Pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh restoran.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan ”Pajak hiburan” adalah Pajak atas 

penyelenggaraan hiburan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan ”Pajak penerangan jalan” adalah Pajak 

atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri 

maupun diperoleh dari sumber lain.  

Huruf e 

Yang dimaksud dengan ”Pajak mineral bukan logam dan 

batuan” adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral 

bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam 

dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dikecualikan 

dari kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan 

adalah: 

1.  pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-

nyata tidak dimanfaatkan secara komersial;  

2.  kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan 

yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan 

lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan 

3.  pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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Yang dimaksud dengan “pemanfaatan secara komersial” adalah 

pemanfaatan yang memberikan nilai tambah ekonomi baik 

diperjualbelikan, dimanfaatkan sendiri, atau dimanfaatkan oleh 

pihak lain yang bukan untuk kepentingan sosial dalam batasan 

volume tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”Pajak parkir” adalah Pajak atas 

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan ”Pajak sarang burung walet” adalah 

Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan 

sarang burung walet. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5  

Ayat (1) 

Pendaftaran objek Pajak dimaksudkan untuk membantu Kepala 

Daerah dalam menetapkan pajak terutang. 

Termasuk dalam pendaftaran objek Pajak antara lain: 

a.  pemanfaatan air permukaan dan air tanah; dan 

b.  penyelenggaraan reklame. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “nomor pokok wajib Pajak Daerah” adalah 

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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